BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR A4 TAHUN 2014

TENTANG

PENDAFTARAN, PENDATAAN, DAN PELAPORAN OBYEK DAN SUBYEK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
merupakan salah salah satu sumber Pendapatan Daerah
guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan
Pembangunan Daerah di Wilayah Kabupaten Gunung Mas;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pendaftaran, Pendataan dan Pelaporan Obyek dan Subyek
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997
Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3091)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan

Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten
Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas,
Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya,
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4180);

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan

Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4189),1



10.

11.

12,

13.

14.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130), tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3258);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor
165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis
Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala
Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 33);

Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi
kewenangan Kabupaten Gunung Mas;

Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 10 Tahun
2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan; &




MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDAFTARAN,

PENDATAAN, DAN PELAPORAN OBYEK DAN SUBYEK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN

PERKOTAAN.
BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

N o o bk

10.

11.

12.

Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas;

Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh
Pemerintah Daerah dan Perawakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi
dan Tugas Pembentukan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai
Peyelenggara Pemerintah Daerah;

Kepala Daerah adalah Bupati Gunung Mas;
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas;
Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas;

Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Gunung Mas; ’

Unit Pelayanan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat UPPD adalah Unit
Pelayanan Pajak Daerah yang berada di wilayah Kecamatan;

Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala UPPD
adalah Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah yang berada di wilayah
Kecamatan;

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya
disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yangdimiliki,
dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan pada sektor
perdesaan dan perkotaan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan
usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan;

Objek Pajak Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak bumi dan/ atau
bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi
atau badan, kecuali objek pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan,
perhutanan dan pertambangan;

Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah
surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data subjek dan
objek pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan
daerah;
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Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah
surat yang digunakan untuk memberitahukan besar Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada wajib pajak;

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang
terutang beserta sanksi administrasi;

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah
nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi
perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atas identitas
wajib pajak dan usaha wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban
perpajakan daerah;

Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor identitas
yang diberikan atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai
dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan sebagai wajib pajak;

BAB II
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PELAPORAN SERTA PENDATAAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Bagian Kesatu
Pendaftaran dan Pelaporan

Pasal 2

Setiap subjek pajak PBB-P2 wajib mendaftarkan diri dengan  menggunakan
SPOP PBB-P2.

SPOP PBB-P2 harus diambil sendiri oleh subjek pajak atau kuasanya di
UPPD sesuai dengan tampat kedudukan objek pajak atau tempat lain
yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pelayanan Pajak.

SPOP PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang - kurangnya
memuat:

a. data subjek pajak;
b. data objek pajak; dan
c. NOP.

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi SPOP PBB-P2 sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas
Pendapatan Daerah. E



(1)

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 3

SPOP PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus diisi dengan
jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani dan disampaikan kepada
Kepala UPPD paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal
di terimanya SPOP PBB - P2 oleh wajib pajak.

Penyampaian SPOP PBB-P2 untuk subjek pajak perseorangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
b. fotokopi Kartu Keluarga (KK);

c. Surat Keterangan Tanah (SKT);

d. fotokopi Sertifikat Tanah; dan

e. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (1MB) bagi bangunan yang telah
memiliki 1MB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyampaian SPOP PBB-P2 untuk subjek pajak badan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

a. fotokopi identitas diri dari subjek pajak yang menandatangani SPOP PBB-
P2 atau surat kuasa dari Direktur Utama apabila penanda tangan SPOP
PBB-P2 dikuasakan;

b. fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya;
c. fotokopi sertifikat tanah dan/atau bangunan badan usaha;

d. dalam hal wajib pajak badan menguasai, memanfaatkan dengan
memperluas atau menambah objek pajak berupa tanah dan/atau
bangunan, maka harus melampirkan bukti penguasaan atau
pemanfaatan objek pajak dimaksud; dan/atau

e. fotokopi 1MB dan apabila subjek pajak masih dalam proses pengurusan
melampirkan tanda terima permohonan IMB dari Dinas Pekerjaan Umum.

Pasal 4

Berdasarkan penyampaian SPOP PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3, kepada subjek pajak diberikan NPWPD dan NOP PBB- P2.

NOP PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk setiap
objek pajak PBB-P2.

NOP PBB-P2 sebagai identitas objek pajak dalam administrasi perpajakan
dan berfungsi sebagai sarana bagi wajib pajak dalam melaksanakan hak dan
kewajiban.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian NOP PBB-P2 diatur
dengan Peraturan Kepala Dinas Pendapatan Daerah.



Pasal 5

(1) SPOP PBB-P2 yang tidak disampaikan atau dilaporkan setelah mendapat
teguran secara tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1), Kepala UPPD menerbitkan SKPD secara jabatan.

(2) Penerbitan SKPD secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dengan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua
puluh lima persen) dari pokok pajak.

Pasal 6

(1) SPOP PBB-P2 yang disampaikan atau dilaporkan tetapi diisi tidak benar atau
tidak lengkap yang berakibat jumlah PBB-P2 dalam SPPT lebih kecil dari
PBB - P2 yang seharusnya terutang, Kepala UPPD menerbitkan SKPD secara
jabatan.

(2) Penerbitan SKPD secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dengan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua
puluh lima persen) dari pokok pajak.

Pasal 7

Bentuk format SPOP PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati Gunung Mas ini.

Bagian Kedua
Pendataan

Pasal 8

(1) Kepala UPPD dapat melakukan pendataan atas subjek pajak atau objek pajak
PBB-P2 dalam rangka optimalisasi penerimaan PBB-P2 atau akurasi data
SPOP PBB - P2 yang ada pada kantor UPPD.

(2) Hasil pendataan objek pajak PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dituangkan dalam berita acara pendataan dan laporan hasil pendataan.

(3) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada
subjek pajak diberikan NPWPD dan NOP PBB P-2 dan sebagai dasar
diterbitkannya SPPT.

(4) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk
menerbitkan SKPD PBB-P2 dengan sanksi administrasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 apabila subjek pajak tidak
menyampaikan SPOP PBB-P2 atau SPOP PBB-P2 yang telah
disampaikan diisi tidak benar atau tidak lengkap yang berakibat PBB-P2
kurang dibayar.

(5) Pendata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan SPOP
PBB—PQ.aK/



BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 20 WSember 2044

BUPATI GUNUNG MAS,

ARTON S. DOHONG

Diundangkan di Kuala Kurun

Pada tanggal %p Dpsewmber 204

SEKRETARIS DAERAH
KAAUPATEN GUNUNG MAS,

ERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2014 NOMOR 244/ 2014



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR A4 TAHUN 2014

TENTANG

PENDAFTARAN, PENDATAAN, DAN
PELAPORAN OBYEK DAN SUBYEK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERKOTAAN

FORMAT SPOP PBB-P2

DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS

SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

DINAS PENDAPATAN DAERAH :

I.JENIS TRANSAKSI [ | 1.PerckamanData | | 2.PemutakhiranData | | 3.Penghapusan Data
PR DTI KEC __ KEL/DES BLOK _ NOURUT _KODE

2.NOP HENEENI NN IEEEEIE
snopsersava L JLLIJCT T ICTTICT T ICT T T 10

A. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK DATA BARU

4.NOP ASAL (I LI T T T
5.NO SPPT LAMA [TTT]

B. DATA LETAK OBJEK PAJAK
6. NAMA JALAN 7.BLOK / KAV /NOMOR
LI e el el ittt
8. KELURAHAN /DESA 9.RW 10.RT

HENEEEEEENEEREEEREREEEEEN 11 [T1]

C. DATA SUBJEK PAJAK

11. STATUS I:l 1. Pemilik I:I 2. Penyewa D 3. Pengelola D 4. Pemakai D 5. Sengketa

12. PEKERJAAN DI.PNS*) D2. ABRI/Polri*) D3. Pensiunan*) D 4. Badan DS.Lainnya

13. NAMA SUBIJEK PAJAK

SESEEEEENEEEEEEEEENEEEEEEREREERENEEEEEEEEE

15. NAMA JALAN

HINESEEEEESEEEEESEEEEEEEEEEEEN R EEEEEEEEEEEE

17. KELURAHAN/DESA 18.RW  19.RT

HNEEEEEEEEEEEEEEEEEENEEEE NNl

20. KABUPATEN / KOTAMADYA — KODE POS

HESEESEEEEEEEEEEEEEEEENENEEEEEE

21. NOMOR KTP

IEEEEEEEEEEENEEERRERREEER

22.LUASTANAH‘II|||||II!

24. JENIS TANAH D 1. Tanah + D 2. Kavling [[] 3 Tanah Kosong |:] 4. Fasilitas Umum
Bangunan Siap Bangun

Catatan: *) yang penghasilannya semata-mata berasal dari gaji atau uang pensiunaan




E. DATA BANGUNAN

25. JUMLAH BANGUNAN | || || |

F. PELRNYATAAN SUBJEK PAJAK
Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini termasuk lampirannya adalah benar, jelas dan lengkap
menurut keadaan yang sebenarnya, sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-undang No.12 Tahun 1985.

26. NAMA SUBIJEK PAJAK/ 27. TANGGAL 28. TANDA TANGAN
KUASANYA

- Dalam hal bertindak selaku kuasa, Surat Kuasa harap dilampirkan
- Dalam hal Subjek Pajak mendaftarkan sendiri Objek Pajak, supaya menggambarkan Sket/ Denah Lokasi Objek Pajak
-  Batas waktu pengembalian SPOP 30 tiga uluh) hari se'ak diterima oleh Subjek Pa ak sesuai Pasal 9 a at 2) UU No. 12 Tahun 1985

SKET / DENAH LOKASI OBJEK PAJAK

Contoh Penggambaran
KETERANGAN :

- Gambarkan sket/ denah lokasi objek pajak
(tanpa skala), yang dihubungkan dengan jalan raya/
jalan protokol, jalan lingkungan dan lain-lain, yang
mudah diketahui oleh umum. JL Kermc1

- Sebutkan batas-batas pemilikan sebelah utara, Karno |
Selatan, timur dan barat

Burhan



LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK No. formulir .l . .

A. RINCIAN DATA BANGUNAN

5. NS PENGGUNAAN D 1. Perumahan D 2. Perkantoran Swasta D 3. Pabrik
BANGUNAN e :
[] 4. Toko/Apotik/Pasar/Ruko [] 5 Rumah Sakit/Klinik [] 6. Olah Raga/Rekreasi
D 7. Hotel/Wisma D 8. Bengkel/Gudang/Pertanian D 9. Gedung Pemerintah
[] 10.Lain-lain [] 11.Bog Tidak Kena Pajak || 12.Bangunan Parkir
D 13.Apartemen D 14 .Pompa Bensin D 15.Tangki Minyak
D 16.Gedung Sekolah
6.LUAS BANGUNAN [TTT] [TT1 [T1 7. JUMLAH LANTAI E['_"l
M2)
8. THN DIBANGUN DID
9. THN DIRENOVASI | | | | | 10. DAYA LISTRIK
TERPASANG (WATT) HEEEEE L L1
11. KONDISI PADA 1. Sangat D 2. Baik D 3. Sedang D 4. Jelek
UMUMNYA Baik
12.KONSTRUKSI [ ] 1.Baja [] 2.Beton []3. Batu Bata [] 4 kayu
13. ATAP D 1. Decrabon/ D 2. Gtg Beton/ I___I 3. Gtg Biasa/ D 4. Asbes D 5. Seng
Beton/ Aluminium Sirap
Gtg Glazur
14. DINDING D 1. Kaca/ D 2. Beton D 3. Batu Bata/ D 4. Kayu D 5. Seng
Aluminium Conblok
[] 6. Tidak Ada
15. LANTAI D 1. Marmer D 2. Keramik D 3. Teraso 4. Ubin PC/ D 5. Semen
Papan
16. LANGIT-LANGIT 1. Akustik/ D 2. Triplek/Asbes D 3. Tidak Ada ,
Jati Bambu —
B. FASILITAS
17. JUMLAH AC [T] sptit [ T] window | 18. AC Sentral []1-Ada E]z. Tdk Ada
19. LUAS KOLAM D___]___D 20. LUAS PERKERASAN HALAMAN (M2)
RENANG (M2) - [(TLL]rmgm [[]]]]ser
D 1. Diplester D 2. Dengan Sedan Dengan Penutu
Pelapis | L1 ]Sene [T ]DensanPenutup
21. JUMLAH DGN LAMPU TNP LAMPU | 22. JUMLAH LIFT 23. JUMLAH TANGGA
Lzéll:IAslGAN I:]:I Beton [D D:l Penumpang BERJALAN
T
ED Aspal ED EI:] Kapsul Lbr < 0,80 M D [
Tanah Liat/
B 5
[D Rumput D:I ED arang Lbr > 0,80 M D[
24. PANJANG PAGAR E[:]:D 25.PEMADAM [ 1.Hydrant [J1.Ada [J2.Tidaka
™M) KEBAKARAN [12. Sprinkler [J1.Ada [J2. Tidak a
BAHAN PAGAR [] 1. BajasBesi [] 2. Batw O3 FireAl. [ 1.Ada [O2.Tidaka
Batako
26. IML.SALURAN 27. KEDALAMAN SUMUR
PES.PABX D:ED ARTESIS (M)

C.DATA TAMBAHAN UNTUK IPB =



BUPATI GUNUNG MAS,

TON S. DOHONG
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